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Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham 
Perseroan Terbatas PT PAPERA INTERNUSA 
SEJAHTERA (Dalam Likuidasi), berkedudu-
kan di Jakarta Selatan (“Perseroan”) 
tertanggal 8 Nopember 2022, para pemegang 
saham Perseroan telah membubarkan 
Perseroan dan menunjuk Tuan LIMANTO 
SUDIRO sebagai Likuidator. 
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, 
dengan ini diumumkan kepada seluruh 
kreditur dan debitur Perseroan untuk 
menyelesaikan seluruh masalah utang piutang 
Perseroan dalam waktu 60 (enampuluh) hari 
terhitung sejak tanggal pengumuman ini, 
dengan menghubungi Likuidator secara 
tertulis di alamat Jl RC Veteran 07,   
Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta 
Selatan- DKI. Jakarta.  
Persoalan-persoalan yang tidak diajukan 
kepada Likuidator dalam waktu 60 hari atau 
telah lewat dari jangka 60 hari tersebut, 
dianggap telah selesai dan tidak menjadi 
tanggung jawab Likuidator.
Demikian pengumuman ini disampaikan guna 
memenuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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Kompolnas Dalami Laporan Penyelidikan 
Internal Polri Terkait Kasus Tambang Ilegal
Kasus tambang ilegal di Kalimantan 
Timur menyeret nama Kabareskrim 
Komjen Agus Andrianto. Kapolri dide-
sak agar mengusut tuntas.

Itu sudah dilakukan penyeli-
dikan oleh Karo Paminal, itu 
kenapa sampai hari ini dari 
bulan Februari dan suratnya 
ditulis oleh Kadiv Propam 
rekomendasinya itu April itu 
per tanggal 7 April itu sudah 
diserahkan surat itu kenapa 
tidak dilakukan penindakan,” 
ucap Iwan di Mabes Polri, 
Jakarta (7/11).

Padahal, menurut Iwan, 
dalam laporan Biro Paminal 
Propam itu disampaikan bah-
wa sudah cukup bukti adanya 
penyuapan atau penyerahan 
penerimaan uang koordiansi 
kepada Komjen Pol Agus 

Andrianto.
O l e h  k a r e n a  i t u ,  i a 

mendesak Bi ro  Pamina l 
Propam Polri dan Kapolri 
Jenderal Listyo Sigit Prabowo 
untuk menindaklanjuti hasil 
penyelidikan yang dilakukan 
Propam pada bulan Februari 
2022 lalu. 

“Makanya kami meminta 
kepada Pak Kapolri agar segera 
menindaklanjuti laporan ha-
sil penyelidikan yang telah 
dilakukan oleh Paminal dan 
juga surat yang diberikan, reko-
mendasi yang diberikan kepada 
Pak Kapolri saat itu tanggal 7 
April,” ujarnya.  han

JAKARTA (IM)  - Komisi 
Kepolisian Nasional (Kom-
polnas) tengah mendalami 
Laporan Hasil Penyelidikan 
(LHP) Divisi Profesi dan 
Pengamanan (Propam) Polri 
terkait kasus tambang ilegal di 
Kalimantan Timur (Kaltim) 
yang di diduga menyeret nama 
perwira tinggi Polri. 

Ketua Kompolnas Benny 
Mamoto menegaskan, pi-
haknya sedang melakukan 
pendalaman dan koordinasi 
dengan dengan Inspektorat 
Pengawasan Umum (Itwasum) 
dan Divisi Propam Polri. 

“Kompo lna s  s edang 
melakukan pendalaman dan 
koordinasi dengan pengawas 
internal Polri (Irwasum dan 
Divisi Propam),” kata Ben-
ny saat diklofirmasi, Rabu 
(9/11).

Laporan itu sempat bere-
dar luas di media sosial be-
berapa hari lalu. 

Diberitakan sebelummnya, 
Ketua Majelis Jaringan Ak-
tivis Pro Demokrasi Iwan 
Samule mengungkapkan, telah 
melakukan investigasi dan 
menemukan adanya penyeli-
dikan internal yang dilakukan 

Biro Paminal Propam Polri 
terkait kegiatan penambangan 
ilegal yang ada di Kalimantan 
Timur. Menurutnya, Propam 
Polri juga sudah melakukan 
penye lidikan soal dugaan ad-
anya kegiatan penambangan 
ilegal di Kalimantan Timur 
sejak Februari 2022. 

Ia mengatakan, laporan 
kasus tambang ilegal itu me-
nyeret nama Kabareskrim 
Komjen Agus Andrianto. Saat 
itu, Kepala Divisi Propam 
Polri masih dijabat oleh Irjen 
Ferdy Sambo yang kini sudah 
dipecat karena melakukan 
pembunuhan berencana terh-
adap ajudannya, Nofriansyah 
Yosua Hutabarat. 

“Di sini sudah dijelas-
kan bahwa Komjen Pol Agus 
Andrianto menerima uang 
koordinasi yang diberikan oleh 
yang namanya Ismail Bolong. 

KESIAPAN POLISI
DI LABUAN BAJO 
JELANG KTT G20

Kapolda NTT Irjen Pol 
Johanis Asadoma (ked-
ua kanan) menyaksikan 
peng operasian robot pen-
jinak bom usai apel gelar 
pasukan pengamanan di 
Labuan Bajo, jelang pelak-
sanaan KTT G20 di Markas 
Polda NTT di Kota Ku-
pang, NTT, Kamis (10/11). 
Polda NTT menyiagakan 
720 personel gabungan di 
Labuan Bajo, Manggarai 
Barat guna pengamanan 
bagi sejumlah tamu nega-
ra yang mengikuti KTT 
G20 yang akan berwisata 
di kawasan Taman Nasi-
onal Komodo. 

JAKARTA (IM) - Ke-
pala Staf  Angkatan Laut 
(KSAL) Laksamana Yudo 
Margono memimpin Upa-
cara Hari Pahlawan di Teluk 
Jakarta, Jakarta Utara, Kamis 
(10/11). 

Upacara digelar di gela-
dak heli KRI Semarang-594 
yang berlayar di tengah laut 
menuju Pulau Damar, Kepu-
lauan Seribu. 

Yudo menyebut generasi 
penerus bangsa wajib mene-
ladani jiwa pantang menyerah 
para pahlawan untuk kema-
juan bangsa dan negara. 

“Kita wajib menela-
dani untuk kemajuan negara 
kita, keamanan negara kita, 
tentunya kita para generasi 
penerus wajib meneladani 
yang telah ditinggalkan oleh 
para pendahulu kita, untuk 
kemajuan negara kita,” ujar 
Yudo usai upacara di atas 
KRI Semarang-594, Kamis 
(10/11) siang. 

Peringatan Hari Pahlawa 
tahun ini bertajuk “Pahlawa-

nku Teladanku”. Menurut 
Yudo, tema tersebut mempu-
nyai makna yang mendalam 
bagi generasi penerus bangsa. 

“Sesuai dengan tema 
pahlawanku teladanku, ini 
makna yang sangat dalam 
bagi kita semuanya sebagai 
generasi penerus, karena 
dengan keteladanan para 
pendahulu kita, para pahla-
wan kita, para pejuang bang-
sa yang memiliki keikhlasan, 
keberanian, dan juga jiwa 
pantang menyerah,” katanya. 

Dalam upacara tersebut, 
Yudo juga memimpin pelak-
sanaan hening cipta untuk 
mengenang jasa-jasa para 
pahlawan, termasuk tebar 
bunga di tengah laut. 

Upacara Peringatan Hari 
Pahlawan ini melibatkan 400 
personel gabungan. Mereka 
berasal dari TNI Angkatan 
Laut, TNI Angkatan Darat, 
TNI Angkatan Udara, Polri, 
dan sejumlah pejabat kemen-
terian dan lembaga terkait. 
 han

KSAL Pimpin Upacara 
Hari Pahlawan di Tengah Laut

JAKARTA (IM) - Ko-
alisi Indonesia Bersatu (KIB) 
mengakui sedang melakukan 
pendekatan terhadap Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) dan 
Partai Demokrat. 

Wakil Ketua Umum (Wa-
ketum) Partai Amanat Nasi-
onal (PAN) Yandri Susanto 
mengatakan, komunikasi ter-
us berlangsung selama calon 
presi den (capres) yang sah 
belum ditentukan. 

“Semua kita goda lah. PKS, 
Demokrat, semua kita goda, 
masa enggak kita goda? Insya 
Allah tergoda,” ujar Yandri 
ditemui di Gedung DPR RI, 
Kamis (10/11).

Namun, ia menampik ko-
munikasi politik pada dua 
partai politik (parpol) oposisi 
pemerintah itu bertujuan un-
tuk menjegal langkah Anies 
Baswedan mengikuti Pemi-
lihan Presiden (Pilpres) 2024. 

“Kita enggak ke sana. Kita 
mau koalisi. Kan belum tentu 
siapa capresnya,” katanya. 

Dalam pandangannya, 

Anies belum bisa resmi dise-
but sebagai capres. Pasalnya, 
pendaftaran capres belum 
dibuka oleh Komisi Pemilihan 
Umum (KPU). Kemudian, 
Partai Nasdem yang meng-
usungnya juga tidak memenuhi 
syarat ambang batas pencalo-
nan presiden, Nasdem juga 
masih menjajaki pembentukan 
koalisi bersama PKS dan De-
mokrat. 

“Kalau masih deklarasi 
masih wacana-wacana, belum 
fi x. Fix kalau didaftarkan ke 
KPU dengan syarat 20 per-
sen dukungan. Baru itu sah,” 
ujarnya. 

Terakhir, Yandri mene-
gaskan bahwa komunikasi 
politik antar parpol untuk 
saling menggoda bukan suatu 
pelanggaran. Sebaliknya, me-
nurutnya, situasi itu justru baik 
untuk iklim demokrasi. 

“Bukan karena berbeda, 
kita bermusuhan, atau kalau 
kita beda calon (presiden) bu-
kan berarti kita tidak berkoor-
dinasi. Tapi, kalau bisa sama-

sama kan bagus,” kata Yandri. 
Ketua Umum Partai Gol-

kar Airlangga Hartarto sebe-
lumnya mengaku ingin mem-
buat KIB menjadi koalisi besar. 
Upayanya adalah mengajak 
parpol lain untuk bergabung, 
termasuk Partai Demokrat. 

Namun, Kepala Badan 
Pemenangan Pemilu (Bappilu) 
Partai Demokrat Andi Arief  
menolak tawaran tersebut. 

“Kalaupun pada saat ini 
komunikasi tetap berjalan, 
tapi tampaknya sampai di 
saat tahap politik saat ini, ini 
sedang berbeda jalan,” ujar 
Andi Arief  saat dikonfi rmasi, 
Selasa (8/11). 

Untuk diketahui, KIB saat 
ini dihuni oleh PAN, Golkar, 
dan Partai Persatuan Pem-
bangunan (PPP). Sedangkan 
Demokrat dan PKS tengah 
berupaya membangun Ko-
alisi Perubahan bersama Partai 
Nasdem untuk mengusung 
Anies Baswedan dalam kon-
testasi perebutan kursi RI-1. 
 han

PAN Bantah Dekati PKS dan Demokrat 
untuk Jegal Anies Maju Pilpres 2024

SAYEMBARA PAHLAWAN LALU LINTAS DI PONTIANAK
Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji (ketiga kiri) disaksikan Kapolda 
Kalimantan Barat Irjen Pol Suryanbodo Asmoro (kiri) dan Direktur Lan-
tas Polda Kalbar Kombes Pol M Iqbal (kedua kiri) melakukan penarikan 
undian sayembara mencari Pahlawan Lalu Lintas usai upacara peringatan 
Hari Pahlawan di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (10/11). Dalam 
rangka memperingati Hari Pahlawan, Ditlantas Polda Kalbar melakukan 
pengundian untuk mencari pengendara yang tertib lalu lintas dan selalu 
menggunakan atribut keselamatan serta mematuhi peraturan kelengkap-
an berkendara yang selanjutnya akan dinobatkan sebagai Pahlawan Lalu 
Lintas agar dapat memberikan inspirasi dalam mematuhi dan menjaga 
kelancaran lalu lintas di jalan.
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BLITAR (IM) - Sekre-
taris Jenderal DPP PDI-P 
Hasto Kristiyanto menying-
gung “dosa” pemerintah era 
Orde Baru kepada Presiden 
pertama RI sekaligus Prokla-
mator Kemerdekaan Indo-
nesia, Soekarno atau Bung 
Karno dan keluarga. 

“Kita tahu bagaimana 
perlakuan dari pemerintahan 
yang sangat otoriter saat itu 
terhadap Bung Karno dan 
juga keluarganya,” kata Hasto 
ditemui di Makam Bung 
Karno, Blitar, Jawa Timur, 
Kamis (10/11).

“Sampai misalnya, Ibu 
Megawati Soekarnoputri un-
tuk sekolah saja, itu tidak bisa 
melanjutkan kuliahnya karena 
aspek-aspek politik,” katanya.

Hasto menyampaikan hal 
tersebut ketika ditanya awak 
media mengenai apa alasan 
PDI-P memohon pemerin-
tah sekarang meminta maaf  
kepada Soekarno beserta 
keluarga. 

PDI-P berharap peme-

rintah segera merespons 
permintaan itu dengan cara 
menyampaikan maaf. Ia 
pun mengutip cerita soal 
keberanian Presiden keempat 
RI, Abdurrahman Wahid 
atau Gus Dur saat meminta 
maaf  kepada keluarga korban 
tragedi 1965. 

“Ya kalau kita lihat, kon-
stalasi yang terjadi pada tahun 
60-an kan, konstelasi perang 
dingin. Gus Dur saja me-
nyampaikan permohonan 
maaf  kepada keluarga korban 
65,” ujarnya. 

Oleh karena itu, PDI-P 
berharap kebenaran terha-
dap apa yang dialami Bung 
Karno beserta keluarga akan 
terungkap. Hasto lantas 
mengutip semboyan Bung 
Karno dan Megawati yaitu 
“Satyam Eva Jayate” yang 
artinya kebenaran akhirnya 
akan menang. 

“Kebenaran yang sejati 
itulah yang akan membim-
bing kita yang akan menang,” 
kata Hasto.  han

Hasto Ungkit “Dosa” Pemerintah Orba
kepada Soekarno dan Keluarganya

DISKUSI HAK MASYARAKAT DAN
KEBIJAKAN DIGITALISASI TV

Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifi n (tengah) 
bersama Anggota Komisi I DPR RI Nico Sia-
haan (kiri) dan Pakar Komunikasi Kebijakan 
Publik Universitas Mercu Buana Syaifuddin 
(kanan) memberikan paparannya pada Dis-
kusi Dialektika Demokrasi di kompleks Parle-
men Senayan, Jakarta, Kamis (10/11). Diskusi 
tersebut mengambil tema “Hak Masyarakat 
dan Kebijakan Digitalisasi TV”.
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JAKARTA (IM) - Ke-
pala Badan Nasional Penang-
gulangan Terorisme Boy Rafl i 
Amar mengatakan, penye-
lewengan dana desa untuk 
kelompok kriminal bersenjata 
(KKB) dapat dijerat dengan 
Undang-Undang tentang 
Terorisme. 

Sebab KKB sudah di-
tetapkan oleh pemerintah 
sebagai kelompok yang me-
lakukan aksi terorisme. 

“Kalau mengalir kepada 
kelompok-kelompok krimi-
nal bersenjata, ini bisa lebih 
parah lagi, karena kelompok-
kelompok kriminal bersen-
jata adalah kelompok yang 
hari ini sudah dinyatakan 
oleh pemerintah bagian dari 
tindakan aksi terorisme,” 
kata Boy di Taman Makam 
Pahlawan, Kalibata, Jakarta, 
Kamis (10/11).

“Berarti bisa terkena hu-
kum terorisme nanti jika 
terbukti mereka itu, bisa kait-
an tindak pidana pencucian 
uang,” ujarnya. 

Ancaman pidana terha-
dap orang yang mendanai 
aksi terorisme diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2013 tentang Pence-
gahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pendanaan 
Terorisme. 

Berdasarkan undang-un-
dang ini, setiap orang yang 
dengan sengaja menyediakan, 

mengumpulkan, memberi-
kan, atau meminjamkan dana, 
baik langsung maupun tidak 
langsung, dengan maksud 
digunakan untuk terorisme, 
organisasi teroris, atau te-
roris diancam dengan pidana 
penjara paling lama 15 tahun 
dan denda paling banyak Rp1 
miliar. 

Ancaman pidana yang 
sama juga akan menjerat 
setiap orang yang melakukan 
permufakatan jahat, per-
cobaan, atau pembantuan 
untuk melakukan pendanaan 
terorisme. 

Boy menegaskan, dana 
desa semestinya disalurkan 
untuk pembangunan dan 
pertumbuhan ekonomi desa, 
bukan malah mendanai aksi 
terorisme. 

Kapolda Papua Barat Ir-
jen Daniel Tahi Monang Sili-
tonga sebelumnya mengakui 
adan permintaan pemblokir-
an rekening dana desa tiga 
kampung di Teluk Bintuni, 
Papua Barat. Penyebabnya, 
ada dana desa yang diduga 
mengalir dari beberapa ke-
pala kampung kepada ke-
lompok kriminal bersenjata 
(KKB) di Teluk Bintuni. 

Daniel meminta agar 
dana desa tersebut dievalu-
asi atas dugaan itu karena 
polisi menemukan beberapa 
kampung tidak berpenghuni 
setelah mengejar KKB.  han

Dana Desa Diduga Mengalir ke KKB, 
BNPT : Bisa Dijerat UU Terorisme
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JAKARTA (IM) - Pe-
nyidik Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) telah selesai 
memeriksa dua saksi kasus ko-
rupsi yang menjerat Gubernur 
Papua, Lukas Enembe. Ked-
uanya dari pihak swasta, Lusi 
Kusuma Dewi dan Dommy 
Yamamoto, diperiksa pada 
Rabu (9/11) kemarin. 

Kedua saksi tersebut di-
dalami pengetahuannya soal 
transaksi keuangan Gubernur 
Papua, Lukas Enembe (LE).

“Kedua saksi hadir dan 
didalami pengetahuannya an-
tara lain terkait dengan dugaan 
beberapa transaksi keuangan 
tersangka LE,” kata Kabag 
Pemberitaan KPK, Ali Fikri 
melalui pesan singkat kepada 
wartawan, Kamis (10/11).

Belum diketahui kaitan 
kedua saksi tersebut dengan 
Lukas Enembe. Tapi, keduanya 
diduga mengetahui soal trans-
aksi keuangan Lukas Enembe. 
Belakangan, KPK memang 
sedang menelusuri aliran uang 
yang diterima maupun dike-
luarkan oleh Lukas Enembe.

Sementara itu, kata Ali, 
terdapat satu saksi yang tidak 
memenuhi panggilan pemer-
iksaan KPK. Saksi tersebut 
berasal dari pihak swasta yakni 
Mustakim. KPK bakal men-
jadwalkan ulang pemeriksaan 
terhadap Mustakim dalam 
waktu dekat.

“Mustakim (swasta), saksi 
tidak hadir dan segera dilaku-
kan penjadwalan pemanggilan 
ulang,” terang Ali.

Sekadar informasi, KPK 
telah menetapkan Gubernur 

Papua, Lukas Enembe sebagai 
tersangka. Berdasarkan infor-
masi yang dihimpun, Lukas di-
duga terjerat sejumlah dugaan 
kasus korupsi.

Di antaranya, terkait pener-
imaan suap dan gratifikasi 
proyek di daerah Papua. Lukas 
ditetapkan sebagai tersangka 
bersama sejumlah pihak lain-
nya. Sayangnya, KPK belum 
membeberkan secara detail 
siapa saja yang jadi tersangka 
serta konstruksi perkara yang 
menjerat Lukas Enembe.

Lukas telah dicegah be-
pergian ke luar negeri oleh 
Direktorat Jenderal (Ditjen) 
Imigrasi Kementerian Hukum 
dan HAM (Kemenkumham) 
atas permintaan KPK.

Ia dicegah bepergian ke 
luar negeri selama enam bu-
lan ke depan terhitung mulai 
7 September 2022 hingga 7 
Maret 2023.

Tak hanya itu, Pusat Pel-
aporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) juga su-
dah memblokir rekening milik 
Lukas Enembe dan pihak-
pihak yang terkait. Pembloki-
ran dilakukan karena PPATK 
menemukan ada transaksi 
keuangan yang janggal atau 
mencurigakan.

Informasi terbaru, ada 
temuan PPATK terkait tran-
saksi keuangan Lukas yang 
mengalir ke rumah judi alias 
kasino di luar negeri. PPATK 
menyebut jumlahnya hampir 
setengah triliun. KPK sedang 
mendalami temuan PPATK 
tersebut.   mei

KPK Selidiki Transaksi Keuangan 
Lukas Enembe Lewat Dua Pihak Swasta


